Menimbang

BUPAT! GORONTALO

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada ;

bahwa be-dasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2021;



Mengingat 1. Undang-Undang Ncmor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

a0

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo
dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Rzpublik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
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Menetapkan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 |

9. Peraturan Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Nomor
4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2C16 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019

Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  TAHUN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2

3.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rapublik Indonesia
sebagaimana dimaksud delam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

10.

12.

13.

Gorontalo

. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah  yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah vang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD Pemerintah Kabupaten
Gorontalo adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode S (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2021.

Rencana. Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yvang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
prograrmn dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang Dberisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan APBD.
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(1)

BAB il
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah cokumen rencana kerja perangkat
daerah vang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1
(satu) Tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari
pendahuluan, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun
lalu, tujuan den sasaran Perangkat Daerah,
rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan
penutup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Bupati Ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan penjabaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 dan memperhatikan
RKPD tshun 2021 dan RPJMD Kabupaten Gorontalo
Gorontalo Tahun 2016- 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi perangkat daerah dalam

menyusun RKA SKPD.

Pasal 4

Perangkat daerah membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
Tahun 2021 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan
dan indikator kinerja masing-masing program.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan
kepada Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo, Bagian
Ekonomi dan Pembangunan paling lama 10 (Sepuluh) hari

setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
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(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi Program Kerja dalam pencapaian

target pembangunan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal iy Aguslw& 20420

Diundangkan di Limboto

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

AH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR



